
 
 

 
 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Garut berakhir Tahun 2024 dan untuk 
menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan 

efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk 

menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan 
daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, 

partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka 

perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis 
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah                

Tahun 2025-2026; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan  
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);   

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia         

Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia 

Nomor 1); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut  

Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9               
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah                     

Kabupaten Garut  Tahun 2021 Nomor 10); 

10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut               

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 
Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan 

Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228); 

11. Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut                    
Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2024 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten 

Garut. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Garut. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan Daerah. 

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten. 
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9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah 

Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. 

10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan 

kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur 
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun.  

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Bupati. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah  yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

ada. 

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun 

17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

19. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun. 

20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 
berupa hasil pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten 

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 

pembangunan Daerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk 

mencapai sasaran. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) 

atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan, untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
lebih Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 

dalam bentuk barang atau jasa. 
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24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana 

tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu 
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang 

pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

BAB II 

SISTEMATIKA  

Pasal 2 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. BAB I : PENDAHULUAN  

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah                           

Tahun 2025-2026. 

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat 

Daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan 

Perangkat Daerah, serta kelompok sasaran layanan. 

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

Memuat identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah dan  isu Strategis. 

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  

Memuat tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah 
Tahun 2025-2026 dan cascading kinerja Perangkat Daerah 

mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta 

indicator masing-masing. 

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan 
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang 

mengacu kepada strategi dan arah kebijakan Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2026. 

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN 

SERTA PENDANAAN  

Memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta 

kinerja, indikator, targer dan pagu. 

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  

Memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 

melalui indikator kinerja utama serta penentuan target 
kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja kunci. 
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h. BAB VIII : PENUTUP  

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat 
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 
kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 

dan rencana tindak lanjut. 

BAB III 

ISI DAN URAIAN RENSTRA 

Pasal 3 

Isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam                

Lampiran I sampai dengan LXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 6 - 9 - 2024 

  Pj. BUPATI GARUT, 

                                                                                                  t t d 

    BARNAS ADJIDIN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 6 - 9 - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

              t t d  

               NURDIN YANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2024 NOMOR 52  


